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ABSTRACT
Military Prosecuting Attorney is one of the main components in enforcing the criminal 
law in the military judicature system. Moreover, the Military Prosecuting Attorneys is as 
a prosecutor in the Indonesian National Armed Forces (TNI). Confidently, it has major 
function in demanding based on legitimating evidences in military court. Military Prosecuting 
Attorney can work its duty well, if it has independently in the function as general presector of 
Indonesian military court system. Afterwards, the first problem is wheter Military Prosecuting 
Attorney independently achieve its function in Oditurat Militer III-14 Denpasar by conducted 
the plan demans policy as of Military Prosecuting Attorney General Indonesian National 
Armed Forces? Whereas, the second problem is whether the efforts shoud be accomplished 
in establishing independent Military Prosecuting Attorney? This research was conducted by 
empirical legal research methods, and the study was a descriptive analytic research by using 
primary data and secondary data. Based on this research, it can be concluded that; first, 
Military Prosecuting Attorneys in Oditurat Militer III-14 Denpasar became less independent, 
it was occured because the implementation of the plan demand policy by Military Prosecuting 
General Attorney. It can be stated that the demand was only established by upper position and 
finally, the judgments are not merely according conscience. Secondly, Military Prosecuting 
Attorney attempt to independently in military justce system in three aspects such as technical 
field of prosecution, field supervision and control, as well as education and training.
Keywords: Military Prosecuting Attorneys, Independence, Functions
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I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sstem penegakan hukum pdana 
terpadu (intergrated criminal justice 
system) merupakan bagan dar sstem 
penegakan hukum, dan sstem penegakan 
hukum merupakan bagan dar kekuasaan 
kehakman.2 Sstem peradlan pdana 
menurut Mulad merupakan suatu jarngan 
(network) peradlan yang menggunakan 
hukum pdana materl, hukum pdana 
forml maupun pelaksanaan pdana.3 Sejalan 
dengan konsep tersebut, penegakkan hukum 
pdana dalam sstem peradlan pdana mlter 
akan berjalan dengan bak apabla aparatur 
penegak hukumnya bersnerg. Odtur 
Mlter sebaga bagan dar aparatur penegak 
hukum dalam sstem peradlan mlter d 
Indonesa memlk peran yang sangat 
pentng guna mendukung jalannya sstem 
3 Roml Atmasasmta, 2010, Sistem Peradilan Pidana 
Kontemporer, Kencana Prenada Meda Grup, Jakarta, 
hlm.5.
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tersebut. Fungs utama Odtur Mlter adalah 
melaksanakan kekuasaan negara d bdang 
penuntutan dengan memegang teguh nla-
nla kejujuran, kebenaran dan keadlan.
Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 48 
Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 
tentang Peradlan Mlter, kewenangan 
atau kekuasaan Odtur Mlter adalah 
melaksanakan kekuasaan negara d bdang 
penuntutan dan penydkan d lngkungan 
TNI, serta dalam melaksanakan fungs 
penuntutan berlandaskan pada asasnya 
Odturat adalah satu tdak terpsah-psahkan. 
Sedangkan Odtur Mlter secara kelembagaan 
sesua Keputusan Panglma TNI Nomor 
Kep/24/VIII/ 2005 tanggal 10 Agustus 
2005 tentang Pokok-Pokok Organsas dan 
Prosedur Badan Pembnaan Hukum TNI, 
Odturat Jenderal TNI (Otjen TNI) selaku 
Badan Penuntut Tertngg d lngkungan 
TNI dalam pembnaan penyelenggaraan 
Odturat berada d bawah Badan Pembnaan 
Hukum TNI dsngkat Banbnkum TNI, 
namun demkan Otjen TNI yang dpmpn 
oleh seorang Odtur Jenderal TNI dsngkat 
Orjen TNI bertanggung jawab secara tekns 
yustsal d bawah pengawasan Jaksa Agung 
RI  selaku  Penuntut  Tertngg d Negara 
Republk Indonesa melalu Panglma TNI.4 
Selan melakukan penuntutan, tugas Odtur 
Mlter adalah melaksanakan penetapan 
hakm dan putusan Pengadlan Mlter 
yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, melakukan pengawasan terhadap 
pelaksananaan putusan pdana bersyarat, serta 
melaksanakan pemerksaan tambahan guna 
melengkap berkas perkara dar Penydk 
Pols Mlter (PM) sebelum dlmpahkan 
kepada pengadlan d lngkungan Peradlan 
Mlter atau pengadlan d lngkungan 
Peradlan Umum yang berwenang dserta 
dengan surat dakwaan dan Keputusan 
Perwra Penyerah Perkara tentang 
penyerahan perkara. Dalam melakukan 
fungs penuntutan Odtur Mlter harus 
senantasa memperhatkan norma-norma 
keagamaan, kemanusaan, dan kesuslaan 
serta wajb menggal nla-nla hukum dan 
keadlan yang hdup dalam masyarakat 
dengan memperhatkan kepentngan 
pertahanan keamanan negara. Odtur 
Mlter membuat surat tuntutan (requsitoir) 
secara tertuls yang akan dbacakan d 
persdangan, mencantumkan tuntutan 
terhadap terdakwa berupa penghukuman 
yang dsusun berdasarkan pemerksaan 
saks, ahl, surat dan keterangan terdakwa . 
Hal n sangat berbeda dengan surat dakwaan 
yang belum memuat ancaman pdananya 
pada saat melmpahkan berkas perkara ke 
Pengadlan Mlter. Tuntutan Odtur Mlter 
nantnya menjad dasar bag hakm untuk 
menjatuhkan putusan. Putusan hakm tanpa 
adanya tuntutan Penuntut berakbat putusan 
batal dem hukum.5
Berttk tolak dar tugas, wewenang 
dan tanggung jawab yang damanatkan 
oleh undang-undang, Odtur Mlter selaku 
Penuntut d lngkungan TNI akan dapat 
menjalankan fungsnya dengan bak apabla 
memlk ndependens. Independens 
terhadap Odtur Mlter merupakan jamnan 
bag tegaknya keadlan menjad prasyarat 
bag terwujudnya cta-cta negara hukum.
4 Keputusan Panglma TNI Nomor Kep/24/VII/2005 
tanggal 10 Agustus 2005, hlm.18.
5 Fadzr, 2006, Rencana Tuntutan Bisa Jadi Komoditas, 
&=1004-rencana-tuntutan-bisa-jadi-komoditas, 
(dakses tanggal 03 Me 2014).
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Independens sendr memlk 
padanan kata dengan “kemandirian”, 
yang berart tdak terpengaruh oleh phak 
manapun dalam menentukan keputusan 
dan mengambl kebjakan, sehngga 
lembaga/organsas yang memlk predkat 
ndependen mempunya kebebasan dalam 
menentukan ms yang dembannya. 
Prnsp ndependens (the principle of 
independence) bag Odtur Mlter harus 
tercermn dalam hal pengamblan keputusan 
terhadap setap perkara yang yang dtangan, 
terutama dalam tugas utamanya melakukan 
penuntutan, sehngga membawa lembaga 
Odturat sebaga nsttus yang berwbawa, 
bermartabat dan terpecaya.
Tolok ukur mengena ndependens 
dhubungkan dengan fungs Odtur Mlter 
selaku Penuntut d lngkungan TNI adalah 
dalam menjalankan tugas, wewenang dan 
tanggung jawabnya, Odtur Mlter harus 
terbebas dar ntervens yang bersfat 
mempengaruh dar phak manapun, namun 
bukan bebas sebebas-bebasnya, tetap 
tetap patuh kepada yang hak atau benar 
mengkut aturan yang ada. Namun demkan 
ndependens Odtur Mlter menjad 
kontra produktf dengan adanya kebjakan 
rencana tuntutan dar Orjen TNI yang 
dlaksanakan tdak sesua dengan Peraturan 
Panglma TNI Nomor : Perpang/5/II/2009 
tanggal 27 Februar 2009 tentang Petunjuk 
Admnstras Odturat Dalam Penyelesaan 
Perkara Pdana. Sesua Perpang/5/II/2009 
dalam Bab V angka 28 h tentang tuntutan 
dsebutkan bahwa Odtur melalu Kepala 
Odturat Mlter/Kepala Odturat Mlter 
Tngg harus memnta petunjuk dan arahan 
Orjen TNI sebelum mengajukan tuntutan 
terhadap perkara pdana :
a. Dalam Perkara :
 1) Yang dancam hukuman lma tahun 
atau lebh, dan
 2) Yang sfatnya menonjol.
b. Apabla akan menuntut bebas dar 
dakwaan atau lepas dar tuntutan.
Kebjakan rencana tuntutan oleh 
Odtur Jenderal dkeluarkan melalu Surat 
Telegram Orjen TNI Nomor : ST/20/2006 
tanggal 22 Nopember 2006 dalam perkara 
pdana yang ancaman pdana penjara d atas 2 
(dua) tahun 8 (delapan) bulan harus dajukan 
kepada Orjen TNI melalu Kepala Odturat 
Mlter atau Kepala Odturat Mlter Tngg 
untuk mendapatkan persetujuan. Penekanan 
ulang kebjakan mengena rencana tututan 
dlakukan oleh Orjen TNI berkutnya 
melalu Surat Telegram Nomor: ST/01/2009 
yang snya setap Odtur Mlter atau 
Odtur Mlter Tngg yang akan melakukan 
penuntutan terhadap Terdakwa agar terlebh 
dahulu memnta persetujuan Orjen TNI 
yang dtuangkan dalam rencana tuntutan 
terhadap perkara yang ancaman pdananya 
dua tahun delapan bulan dan perkara yang 
ancaman pdananya dua tahun delapan 
bulan ke bawah, tetap akan dtuntut dengan 
hukuman tambahan pemecatan dar dnas 
mlter, kecual terhadap perkara desers n 
absensa.
Kebjakan rencana tuntutan yang 
terbaru dar Orjen TNI adalah dengan 
dkeluarkannya Surat Telegram Nomor : 
ST/26/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang 
snya bahwa rencana tuntutan dajukan 
kepada Orjen TNI terhadap perkara-
perkara:
a. Perkara yang akan dtuntut kurang dar 
tga bulan.
b. Perkara narkotka dan pskotropka.
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c. Perkara susla yang melbatkan 
Keluarga Besar TNI.
d. Perkara yang ancaman pdananya lebh 
dar dua tahun delapan bulan.
e. Perkara yang ancaman pdananya 
kurang dar dua tahun delapan bulan, 
tetap akan dtuntut dengan hukuman 
tambahan pemecatan kecual perkara 
desers n absensa.
f. Perkara yang dmntakan Petunjuk 
Orjen TNI untuk Tuppera atau 
Kumpln dan sesua Petunjuk Orjen 
tetap dselesakan melalu Dlml/
Dlmlt.
Pelaksanaan kebjakan rencana tuntutan 
yang tdak sesua dengan Perpang/5/II/2009 
tanggal 27 Februar 2009 dapat d lhat dar 
data rencana tuntutan yang ada pada Kantor 
Odturat Mlter III-14 Denpasar tahun 2012 
dan 2013. Data rencana tuntutan tahun 2012 
menunjukkan, bahwa dar 41 perkara pdana 
yang dajukan persetujuan rencana tuntutan 
kepada Orjen TNI hanya terdapat 5 perkara 
yang ancaman pdananya 5 (lma) tahun 
penjara atau lebh dan ssanya sebanyak 36 
perkara ancaman pdananya kurang dar 
5 (lma) tahun. Selanjutnya data rencana 
tuntutan tahun 2013 menunjukkan, bahwa 
dar 46 perkara pdana yang dajukan rencana 
tuntutan terdapat 8 perkara yang dancam 
dengan pdana penjara selama 5 tahun 
atau lebh, sedangkan ssanya sebanyak 38 
perkara ancaman pdananya kurang dar 5 
tahun.
Kemudan dar data perkara yang 
dajukan rencana tuntutan tahun 2012 dan 
2013 jka dgabungkan menjad berjumlah 
87 perkara, yang terdr dar 13 perkara 
yang ancaman pdananya 5 (lma) tahun 
penjara atau lebh, ssanya sebanyak 74 
perkara ancaman pdananya kurang dar 5 
(lma) tahun. Sehngga dar rencana tuntutan 
Odturat Mlter III-14 Denpasar tahun 2012 
dan 2013 tersebut, hanya 13 perkara yang 
seharusnya dajukan rencana tuntutan kepada 
Orjen TNI, sedangkan ssanya sebanyak 74 
perkara tdak perlu dajukan rencana tuntutan 
karena adalah perkara-perkara yang ancaman 
pdananya 5 tahun atau lebh maupun perkara 
yang sfatnya menonjol saja.
Kebjakan pengajuan rencana tuntutan 
yang telah dberlakukan d seluruh Odturat 
selama n, apabla tetap dberlakukan, maka 
secara tdak langsung akan mengurang 
ndependens Odtur Mlter dalam 
menjalankan tugas, wewenang dan tanggung 
jawabnya. Hal n dkarenakan Odtur Mlter 
selaku Penuntut yang seharusnya lebh 
mengetahu fakta-fakta hukum yang ada d 
dalam persdangan, tetap dalam mengambl 
keputusan dalam perkara yang dtangan 
menjad sangat tergantung pada keputusan 
atasannya. Keadaan sepert n akan menjad 
beban tersendr bag setap Odtur, karena 
secara tdak langsung merupakan suatu 
bentuk ntervens dan pengekangan terhadap 
kewenangannya mengambl keputusan sesua 
hat nuran, serta tdak mengajar setap Odtur 
Mlter untuk mandr dan bertanggung jawab 
secara penuh dalam perkara yang sedang 
dtangannya. Selan dar pada tu dengan 
dberlakukannya kebjakan rencana tuntutan 
akan mempengaruh efektvtas percepatan 
penyelesaan perkara, serngkal persdangan 
yang seharusnya dapat dlaksanakan tetap 
harus tertunda karena persetujuan rencana 
tuntutan belum turun.
Menurut pendapat Kadswasns Otjen 
TNI Kolonel Chk Endro Nurwantoko, 
SH.,MH. pelaksanaan rencana tuntutan 
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dmaksudkan menjad satu alat kendal Orjen 
TNI dalam melaksanakan pengendalan 
dan pengawasan penyelesaan perkara 
(sebaga fungs kontrol) agar setap Odtur 
Mlter tdak berlaku semaunya sendr 
dalam menentukan besaran tuntutan. Sesua 
dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 
31 Tahun 1997 tentang Peradlan Mlter, 
Odtur adalah satu dan tdak terpsah-
psahkan dalam melaksanakan penuntutan. 
Hal tersebut maknanya adalah semua 
Odtur yang bertndak sebaga Penuntut 
d Persdangan Pengadlan adalah deputy 
public presecutor. Dengan kata lan ketka 
menjalankan penuntutan da adalah “Alter 
Ego” personifikasi atau perlambangan 
dar Orjen TNI, sehngga harus dapat 
menamplkan cr khas yang menyatu dalam 
tata pkr, tata laku dan tata kerjanya.6
1.2. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah d 
atas, maka rumusan masalah adalah sebaga 
berkut :
1. Apakah Odtur Mlter ndependen 
dalam melaksanakan fungsnya d 
Odturat Mlter III-14 Denpasar 
dengan berlakunya kebjakan rencana 
tuntutan?
2. Upaya-upaya apakah yang harus 
dlakukan untuk menjadkan Odtur 
Mlter yang ndependen dalam 
menjalankan fungsnya sebaga 
Penuntut Umum TNI?
1.3. Tujuan Penelitian
a. Tujuan Umum
Untuk menganalss dan mengkaj 
tentang ndependens Odtur Mlter dalam 
melaksanakan fungsnya selaku Penuntut 
Umum TNI pada sstem paradlan mlter.
b. Tujuan Khusus
Untuk mengetahu dan menganalss 
apakah Odtur Mlter ndependen dalam 
melaksanakan fungsnya selaku Penuntut 
Umum d lngkungan TNI dengan berlakunya 
kebjakan rencana tuntutan dan menganalss 
tentang upaya-upaya apasaja yang harus 
dlakukan dalam mewujudkan Odtur Mlter 
yang ndependen dalam sstem peradlan 
mlter.
II. METODE PENELITIAN
Peneltan n menggunakan data, 
maka dengan sendrnya merupakan 
peneltan hukum emprs.7 Peneltan n 
bersfat bersfat deskrptf analtk dengan 
menggunakan data prmer dan data sekunder. 
Data prmer dperoleh dar wawancara 
dengan narasumber yang terkat dan data 
rencana tuntutan Odtur Mlter d Odturat 
Mlter III-14 Denpasar, pengamblan 
sampel dlakukan menggunakan purposive 
sampling. Sedangkan data sekunder 
dperoleh dar bahan hukum prmer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum terseer. 
Setelah data prmer dan data sekunder 
lengkap, maka dlakukan analss secara 
kualtatf menggunakan teor hukum yang 
telah dtentukan. Kemudan hasl analss 
dsajkan secara deskrptf analts dalam 
6 Endro Nurwantoko, 2012. “Mekanisme Rencana 
Penuntutan di Lingkungan Oditurat Jenderal TNI”, 
Makalah pada Rakorns Babnkum TNI TA. 2012, 
Jakarta, hlm.2.
7 Mukt Fajar N.D. dan Achmad, Yulanto, 2007, 
Dualisme Penelitian Hukum, Pensl Komunka, 
Yogyakarta, hlm.32.
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bentuk uraan-uraan sehngga akan mampu 
member gambaran dan kesmpulan yang 
jelas sesua rumusan masalah.
III. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1. Independens Odtur Mlter dalam 
melaksanakan fungsnya d Odturat 
Mlter III-14 Denpasar dengan 
berlakunya kebjakan rencana 
tuntutan.
Hakkat dar ndependens atau 
kemandran yang mendasar adalah 
memlk art bahwa seseorang mampu untuk 
menentukan sendr secara bebas dalam 
mengambl keputusan, tetap tetap terkat oleh 
suatu aturan. Menurut Franz Magns Suseno, 
kebebasan d sn terbag dalam dua jens, 
yatu kebebasan eksstensal dan kebebasan 
sosal.8 Kebebasan eksstensal adalah 
terdr dalam kemampuan manusa untuk 
menentukan drnya sendr yang sfatnya 
postf. Maksud dar konsep kebebasan n 
adalah kebebasan tdak menekankan seg 
bebas dar apa, tetap bebas untuk apa. Oleh 
sebab tu kebebasan terwujud secara postf 
dalam tndakan manusa yang dsengaja 
dlakukan dengan maksud dan tujuan tertentu. 
Sedangkan hakekat kebebasan sosal berart 
suatu keadaan d mana manusa tdak berada 
d bawah paksaan, tekanan atau kewajban 
dan larangan dar phak manusa lannya.9
Independens Odtur Mlter dkatkan 
dengan fungs utamanya adalah melakukan 
penuntutan dalam sstem peradlan mlter 
d Indonesa terbebas dar pengaruh dan 
bebas dar paksaan maupun rekomendas. 
Jka Odtur Mlter sebaga Penuntut Umum 
d lngkungan TNI dalam melakukan 
penuntutan tdak independent, tentunya akan 
berdampak kepada putusan hakm mlter 
nantnya. Tujuan utama penuntutan oleh 
Odtur Mlter selaku penuntut umum adalah 
untuk mencar dan mendapatkan kebenaran 
materl, yatu kebenaran yang selengkap-
lengkapnya dar suatu perkara pdana sesua 
ketentuan hukum acara yang berlaku guna 
menentukan apakah orang yang ddakwanya 
dapat dnyatakan bersalah.
Kewenangan yang dmlk setap 
Odtur Mlter seharus djalankan secara 
ndependen dar pengaruh sapapun, namun 
adanya kebjakan rencana tuntutan yang 
dberlakukan akan berpengaruh terhadap 
ndependens setap Odtur Mlter. Odtur 
Mlter yang menydangkan perkara d 
Pengadlan Mlter yang lebh mengetahu 
secara utuh jalannya persdangan dan 
mengetahu fakta-fakta yang terungkap 
dalam persdangan, tetap pada saat akan 
membuat tuntutan pdana harus tergantung 
pada atasannya. Proses pembuatan rencana 
tuntutan oleh Odtur Mlter sebaga Penuntut 
Umum dbuat secara sngkat tentunya tdak 
mampu menggambarkan keseluruhan 
yang terjad d persdangan, sehngga 
pertmbangan dalam membuat tuntutan oleh 
Odtur Mlter yang menydangkan perkara 
d Pengadlan Mlter belum tentu juga 
sepenuhnya dpaham oleh atasan Odtur 
Mlter.
Untuk mengetahu jawaban tentang 
ndependens Odtur Mlter dalam 
menjalankan fungsnya d Odturat Mlter 
III-14 Denpasar dengan berlakunya kebjakan 
rencana tuntutan, maka penuls mewancara 
Odtur Mlter yang bertugas d kantor Otml 
8 Ahmad Kaml, 2012, Filsafat Kebebasan Hakim, 
Kencana Prenada Meda Grup, Jakarta, hlm.149.
9 Ibid, hlm.155.
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III-14 Denpasar, antara lan :
a. Wawancara dengan Letkol Chk 
Sumantr, SH. pada har Senn tanggal 
8 Desember 2014 pukul 09.00 Wta.
Dar hasl wawancara djelaskan 
bahwa Odtur Mlter Sdang yang 
melaksanakan sdang d Pengadlan Mlter 
tidak independen pada saat menjalankan 
fungsnya sebaga Penuntut Umum, yatu 
ketka akan menjatuhkan tuntutan pdana 
harus membuat rencana tuntutan, atau 
setdak-tdaknya melaporkan kepada Kepala 
Odturat Mlter untuk mendapat persetujuan. 
Dengan adanya kebjakan rencana tuntutan 
yang merupakan fungs kontrol, maka Odtur 
Mlter danggap belum profesonal dan 
belum memaham tugas pokok dan fungs 
(tupoks) dalam menjalankan tugasnya 
selaku penuntut umum d lngkungan TNI.
Odtur Mlter yang seharusnya 
lebh mengetahu fakta-fakta yang terjad 
d persdangan Pengadlan Mlter secara 
utuh, ketka selesa melakukan pemerksaan 
terhadap terdakwa dan pada saat membuat 
tuntutan, keputusannya menjad tergantung 
kepada pmpnan, sehngga keputusan 
yang dambl tdak murn dar hat nuran. 
Dcontohkan, ketka Odtur Mlter 
mengajukan rencana tuntutan, besaran 
tuntutan pdana yang dajukan dalam 
rencana tuntutan, setelah turun tdak 
sama dengan rencana tuntutan dar Odtur 
Mlter. Besaran tuntutan nak maupun 
kurang dengan tanpa dber penjelasan. 
Odtur Mlter sudah selayaknya dber 
kebebasan dalam menentukan tuntutan, 
tetap tetap mengedepankan kebebasan 
bertanggungjawab dengan apa yang 
dlakukan.
b. Wawancara dengan Mayor Chk Reman, 
SH.,MH. pada har Rabu tanggal 10 
Desember 2014 pukul 13.00 Wta.
Hasl wawancara dperoleh keterangan, 
bahwa pada dasarnya Odtur Mlter yang 
melaksanakan sdang pada saat melakukan 
pemerksaan terhadap terdakwa, saks dan 
alat bukt d persdangan dlakukan secara 
ndependen. Odtur Mlter mempunya 
keyaknan sendr karena mengetahu suasana 
kebatnan pada saat melakukan pemerksaan 
d persdangan Pengadlan Mlter, namun 
dalam membuat tuntutan keputusan akhr 
ada pada pmpnan. Odtur Mlter sangat 
berbeda dengan Hakm Mlter, karena 
Hakm Mlter terhadap putusan murn tdak 
bertanggung jawab pada kepala, namun 
secara ndvdu langsung bertanggung jawab 
kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Sehubungan dengan kebjakan 
rencana tuntutan dar Orjen TNI, hal n 
karena tdak lepas dar asas Odturat satu 
dalam melakukan penuntutan, yatu supaya 
setap Odtur Mlter tdak keluar hal-hal 
yang telah datur. Rencana tuntutan yang 
dajukan tdak semuanya dajukan ke Orjen 
TNI, tetap ada yang cukup kepada Kepala 
Odturat setempat saja dan rencana tuntutan 
tetap dperlukan untuk perkara yang besfat 
menonjol saja.
Rencana tuntutan yang dajukan tdak 
selalu beda, namun terkadang yang menjad 
beban adalah kalau dalam rencana tuntutan 
yang dajukan hanya memuat tuntutan 
berupa pdana penjara, tetap setelah turun 
dar Orjen TNI agar dtuntut juga dengan 
pdana tambahan berupa pemecatan dar 
dnas mlter. Persetujuan rencana tuntutan 
nantnya menjad dasar dalam membuat 
surat tuntutan (requisitoir) yang nantnya 
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dbacakan dalam persdangan d Pengadlan 
Mlter
c. Wawancara dengan Mayor Laut (KH) 
I Made Adnyana, SH. dlakukan pada 
har Kams tanggal 11 Desember 2014 
pukul 09.00 Wta.
Hasl wawancara djelaskan bahwa 
Odtur Mlter boleh dkatakan “ya atau 
tidak” independen. Ketidak bebasan harus 
membuat laporan ke Orjen TNI yang membuat 
setap Odtur Mlter pada saat melakukan 
penuntutan menjad kurang ndependen. 
Odtur Mlter yang menydangkan perkara 
lebh mengetahu fakta-fakta hukum d 
persdangan maupun undang-undang dan 
batasan mnmal maupun maksmal tuntutan, 
termasuk d dalamnya ketentuan mengena 
pemecatan terhadap prajurt TNI yang drasa 
sudah tdak layak dpertahankan dalam 
dnas kemlteran sesua KUHPM. Odtur 
Mlter mendasarkan pada pembuktan d 
persdangan, sehngga dalam menentukan 
tuntutan yang drasa tetap dalam memenuh 
rasa keadlan.
Kebjakan rencana penuntutan yang 
merupakan fungs kontrol dar atasan tdak 
perlu dlakukan, tetap terhadap fungs 
kontrol n seharusnya dlakukan oleh 
ntelejen pengawas. Intelejen pengawas 
berfungs ke dalam adalah melakukan 
pengawasan secara tertutup terhadap setap 
tndakan Odtur Mlter dalam menjalankan 
tugasnya. Sedangkan fungs keluar ntelejen 
pengawas adalah menelusur rekam jejak 
terdakwa sejak perkaranya masuk ke Odturat 
Mlter, sehngga dapat dalam menla 
kehdupan terdakwa lebh obyektf dan dalam 
melakukan penuntutan terhadap terdakwa 
nantnya dapat mendekat keadlan.
Menurut ketga responden narasumber 
Odtur Mlter yang telah dwawancar secara 
inplisit maupun eksplisit menerangkan 
dengan adanya kebjakan rencana tuntutan 
yang dberlakukan oleh Orjen TNI kepada 
semua Odturat, jka tetap dberlakukan akan 
membuat Odtur Mlter tdak ndependen 
dalam menjalankan fungsnya selaku 
penuntut umum d lngkungan TNI. Hal n 
dkarenakan setap Odtur Mlter yang lebh 
mengetahu fakta-fakta hukum yang terjad d 
persdangan Pengadlan Mlter secara utuh 
namun pada saat akan membuat tuntutan, 
keputusannya menjad tergantung kepada 
pmpnan, sehngga keputusan yang dambl 
tdak murn dar hat nurannya. Kebjakan 
rencana tuntutan menjadkan Odtur Mlter 
tdak dapat secara mandr mengambl 
keputusan dalam membuat tuntutan maupun 
bertanggung jawab secara penuh terhadap 
perkara yang sedang dtangan.
Sebelum memperoleh suatu kesmpulan 
tentang ndependens Odtur Mlter, maka 
penuls perlu terlebh dahulu menguj 
menggunakan teor sstem hukum. Menurut 
Lawrence M. Fredman, bahwa efektvtas 
penegakan hukum tergantung dar 3 (tga) 
unsur sstem hukum yang mempengaruh, 
yatu struktur hukum (struktur of law), 
substans hukum (substance of the law) dan 
budaya hukum (legal culture).10 Unsur yang 
palng domnan dar ketga sub unsur pada 
teor sstem hukum adalah unsur struktur. 
Jka dkatkan dengan struktur penegak 
hukum d lngkungan mlter dalam hal n 
Odtur Mlter, maka kebjakan rencana 
tuntutan dar Orjen TNI sejalan dengan 
asas-asas d lngkungan peradlan mlter 
10 Anton Sutrsno, 2011, “Kemandirian Jaksa Sebagai 
Penuntut Umum (Analisis Terhadap Kebijakan 
Rencana Tuntutan)”. (tesis), FHUI, Jakarta, hlm.14.
Vol. 4, No. 3: 517 - 530
525
Magister Hukum Udayana •  September 2015
ISSN 2302-528XJurnal
(UDAYANA MASTER LAW JOURNAL)
dan perorgansasan mlter terutama asas 
kesatuan komando (unity of command) dan 
asas ranta komando (chain of command) 
dalam rangka mewujudkan satu kesatuan 
penuntutan, namun tdak sejalan dengan 
teor sstem hukum karena dalam struktur 
telah dtentukan apa yang boleh dan tdak 
boleh dlakukan oleh suatu badan penuntutan 
melalu suatu aturan maupun prosedur baku 
yang berlaku.
Kemudan dalam menentukan sejauh 
mana perlunya kebjakan rencana tuntuan 
maka teor sstem hukum perlu dsnergkan 
dengan teor berlakunya hukum oleh Robert 
B. Sedman yang menyatakan hukum 
dapat bekerja dan berfungs tdak sekedar 
apa yang dharapkan oleh pembuat aturan, 
sehngga hukum berfungs secara efektf 
dalam masyarakat, atau justru sebalknya 
tdak efektf. Selan dar pada tu teor 
sstem hukum juga perlu dsnegkan dengan 
teor fungs (utilititiarisme) dar Jeremy 
Bentham yang menyatakan tujuan hukum 
adalah menjamn adanya kemanfaatan.11 
Dar sn dapat dpetk suatu analss bahwa 
kebjakan rencana tuntutan yang telah 
dkeluarkan Orjen TNI sesua dengan asas 
kesatuan penuntutan maupun kesatuan 
komando, namun dari aspek efektifitas dan 
kemanfaatan berlakunya kebjakan rencana 
tuntutan justru membuat Odtur Mlter 
menjad tdak ndependen.
Kemudan mengena sejauh mana 
perlunya kebjakan rencana penuntutan 
Orjen TNI tersebut, maka perlu dkaj 
menggunkan teor kebjakan hukum pdana 
dar Prof Barda Nawaw. Dalam teor 
kebjakan hukum pdana dsebutkan bahwa 
tujuan utama dar kebjakan hukum pdana 
adalah perlndungan masyarakat untuk 
mencapa kesejahteraan. Pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan dengan sarana 
penal merupakan penal policy atau penal 
law enforcement yang operasonalsasnya 
melalu tga tahapan, yatu tahap formulas 
(kebjakan legslatf), tahap aplkas 
(kebjakan yudkatf/yudsal) dan tahap 
eksekus (kebjakan eksekutf/admnstratf).
Sesua ketga tahapan tersebut, tahapan 
formulas memegang peranan pentng dalam 
upaya pencegahan dan penanggulangan 
kejahatan, selan aparatur penegak hukum.
Tahapan formulas merupakan 
tahapan yang palng strategs dar penal 
policy, karena apabla terjad kesalahan 
dalam tahap formulas aplkasnya justru 
akan dapat menjad penghambat dalam 
upaya pencegahan dan penanggulangan 
kejahatan pada tahap aplkas dan eksekus. 
Dalam katan n kebjakan rencana tuntutan 
yang dkeluarkan Orjen TNI sesua asas 
kesatuan penuntutan dan merupakan fungs 
kontrol terhadap setap Odtur Mlter yang 
akan melakukan fungs penuntutan, namun 
dalam aplkasnya justru membuat Odtur 
Mlter tdak ndependen dalam mengambl 
keputusan secara mandr dan bertanggung 
jawab penuh terhadap perkara yang dtangan, 
sehngga kebjakan rencana tuntutan tdak 
efektf untuk dberlakukan, karena kebjakan 
tersebut tdak sejalan dengan “kebjakan 
pengembangan peradilan” yaitu sebagai 
upaya-upaya rasonal untuk menngkatkan 
kualtas peradlan.12
11 I Dewa Gede Atmaja, 2013, Filsafat Hukum Dimensi 
Tematis dan Historis, Setara Press, Malang, hlm.37.
12 Barda Nawaw Aref, 2008, Masalah Penegakan 
Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam 
Penanggulangan Kejahatan, Kencana Prenada Meda 
Grup, Jakarta, hlm.9.
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3.2. Upaya-upaya yang harus dlakukan 
untuk menjadkan Odtur Mlter 
yang ndependen dalam menjalankan 
fungsnya sebaga Penuntut Umum 
TNI.
Perubahan mendasar sebaga upaya 
yang dlakukan dalam mewujudkan Odtur 
Mlter yang ndependen, terutama secara 
tekns yang perlu mendapatkan perhatan 
khusus. Mendasarkan pada teor fungs 
hukum, yang menyatakan fungs hukum 
dalam masyarakat adalah law as a tool 
of social engineering.13  Bahwa menurut 
Roscoe Pound, hukum bukan saja sebaga 
sekumpulan sstem peraturan, doktrn, dan 
kadah atau azas-azas, yang dbuat dan 
dumumkan oleh badan yang berwenang, 
tetap juga proses-proses yang mewujudkan 
hukum tu secara nyata melalu penggunaan 
kekuasaan. Oleh karena tu hukum menjad 
alat legtmas penguasa untuk berbuat 
terhadap rakyatnya, sehngga hukum 
menjad alat pengendal penguasa terhadap 
rakyatnya.
Sejalan dengan teor fungs hukum, 
untuk menjadkan Odtur Mlter yang 
memlk ndependens dalam melaksanakan 
fungsnya dapat dlakukan upaya secara 
tekns yang terbag dalam 3 (tga) bdang 
yatu:
a. Bidang Teknis Penuntutan
Upaya yang harus dlakukan bdang 
tekns penuntutan adalah dengan melakukan 
pendelegasan kewenangan penuntutan, 
termasuk d dalamnya pengendalan rencana 
tuntutan pdana dar Orjen TNI kepada 
Kepala Odturat Mlter /Odturat Mlter 
Tngg, kecual dalam perkara yang akan 
dajukan dengan tuntutan bebas/lepas dar 
tuntutan, terhadap perkara tndak pdana 
yang ancaman hukumannya lma tahun atau 
lebh, dan terhadap perkara tndak pdana 
yang sfatnya menonjol.
Dengan adanya pendelegasan 
kewenangan pengendalaan penuntutan 
kepada Kepala Odturat Mlter/Odturat 
Mlter Tngg, akan akan lebh efektf dan 
efisien karena tidak semua tuntutan perkara 
dmntakan persetujuan Orjen TNI.
Pengendalan rencana tuntutan yang 
sebelumnya tertumpu d tangan Orjen TNI, 
dengan adanya pendelegasan pengendalan 
penuntutan, maka rencana tuntutan Odtur 
Mlter yang dkrm melalu Kepala Odturat 
Mlter kepada Orjen TNI hanya terhadap 
perkara pdana yang akan dajukan dengan 
tuntutan bebas/lepas dar tuntutan, terhadap 
perkara tndak pdana yang ancaman 
hukumannya lma tahun atau lebh, dan 
terhadap perkara tndak pdana yang sfatnya 
menonjol
Selan pedelegasan kewenangan 
pengendalan rencana tuntutan, hal yang 
lebh pentng terkat bdang penuntutan, 
Orjen TNI selaku pemegang kebjakan 
tertngg dalam bdang penuntutan d 
lngkungan TNI harus membuat aturan 
berupa pedoman tuntutan pdana dalam 
perkara tndak pdana yang djadkan acuan 
oleh setap Odtur Mlter dalam menentukan 
besaran tuntutan pdana. Pedoman tuntutan 
pdana d dalamnya memuat tentang hal-hal 
yang perlu dperhatkan setap Odtur Mlter 
dalam melakukan penuntutan, yatu :
a. Tolok ukur menentukan tuntutan 
pdana berupa batasan pdana yang 
13 H.R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2010, 
Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Penerbt PT 
Alumn, Bandung, hlm.33.
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akan djatuhkan secara ternc dalam 
pasal-pasal yang ada dalam KUHPM, 
KUHP dan Undang-Undang lannya.
b. Faktor-faktor yang memberatkan dan 
merngankan tuntutan pdana yang 
dbuat secara detal dan terpernc.
c. Faktor-faktor dalam menuntut pdana 
percobaan atau pdana bersyarat.
d. Skap Odtur selaku Penuntut Umum 
TNI terhadap putusan pengadlan.
b. Bidang Pengendalian dan 
Pengawasan
Upaya yang harus dlakukan dalam 
bdang pengendalan dan pengawasan 
terhadap tuntutan Odtur Mlter d setap 
Odturat harus dlakukan secara maksmal 
oleh Kepala Odturat yang bersangkutan 
yang haslnya dlaporan secara berkala 
kepada Orjen TNI. Dengan mempelajar 
hasl laporan berkala setap Odturat, Orjen 
TNI dapat menganals apakah rencana 
tuntutan maupun tuntutan dar Odtur Mlter 
d jajarannya telah sesua memenuh stadard 
yang telah dtentukan atau tdak. Kemudan 
jka dtemukan tuntutan yang dduga tdak 
sesua dengan aturan yang telah dtentukan, 
maka dapat dlakukan eksamnas dan 
evaluas terhadap rencana tuntutan atau 
tuntutan tersebut oleh Dnas Pengawas 
Tekns Odturat Jenderal TNI.
Selanjutnya jka dtemukan unsur 
kesengajaan maupun motvas lan yang 
dlakukan Odtur Mlter dengan menuntut 
rngan terdakwa, maka Odtur Mlter yang 
bersangkuan dapat dlakukan pemerksaan 
oleh Dnas Pengawas Babnkum TNI. 
Apabla terbukt melakukan perbuatan 
tercela menyalahgunakan kekuasaannya 
untuk menguntungkan drnya sendr atau 
orang lan, Odtur Mlter yang bersangkutan 
dapat djatuhkan sanks sesua kesalahannya
c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Rekrutmen terhadap para perwra TNI 
yang akan djadkan sebaga Odtur Mlter 
dan dtempatkan jajaran Odturat selama n 
damblkan dar satuan-satuan hukum yang 
ada, bak dar TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU 
dengan pangkat mnmal Kapten dar korp 
hukum yang berkualifikasi Sarjana Hukum. 
Pada saat rekrutmen para perwra yang akan 
djadkan calon Odtur Mlter tdak sedkt 
hanya berbekal Sarjana Hukum, tanpa 
sebelumnya mengkut penddkan khusus 
sepert Suspa Mnlahkara maupun Kursus 
Jabatan Odtur Mlter (Susjab Orml).
Kemudan upaya yang harus dlakukan 
untuk mengatas mnmnya dalam bdang 
penddkan dan pelathan maupun bntek-
bntek tentang penuntutan yang dadakan 
oleh ntern TNI, maka perlu kerja sama antara 
Mabes TNI dalam hal n Otjen TNI dengan 
Kejaksaan Agung RI guna menngkatkan 
kemampuan setap Odtur Mlter dalam 
bdang penuntutan. Oleh sebab tu Mabes 
TNI sangat perlu menempatkan Perwra 
Penghubung (LO) d Kejaksaan Agung 
RI yang berfungs mengkoordnaskan 
penngkatan kemampuan dan keteramplan 
tekns penuntutan bag Odtur Mlter, 
sehngga Odturat Jenderal TNI dapat 
mengrmkan Odtur Mlter yang berada d 
bawah komandonya untuk mengkut setap 
ada penddkan dan pelathan yang dadakan 
oleh Badklat Kejagung RI.
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IV. PENUTUP
4.1. Kesimpulan
Kesmpulan yang dapat tark dar 
uraan pembahasan d atas adalah sebaga 
berkut:
4.1.1 Odtur Mlter tdak ndependen dalam 
menjalankan fungsnya selaku Penuntut 
Umum TNI d Odturat Mlter III-14 
Denpasar dengan berlakunya kebjakan 
rencana tuntutan Odtur Jenderal TNI. 
Hal n dkarenakan Odtur Mlter 
yang lebh mengetahu secara utuh 
jalannya persdangan dan fakta-fakta 
yang terungkap dalam persdangan 
terhadap perkara yang dtangannya, 
tetap pada saat akan membuat tuntutan 
pdana menjad sangat tergantung pada 
keputusan pmpnannya. Akbatnya 
setap Odtur Mlter tdak mampu 
mengambl keputusan secara mandr 
sesua hat nurannya dan mampu 
bertanggung jawab penuh terhadap 
perkara yang dtangannya.
4.1.2 Untuk menjadkan Odtur Mlter 
yang memlk ndependens dalam 
melaksanakan fungsnya dapat 
dlakukan upaya-upaya secara tekns 
yang terbag dalam 3 (tga) bdang 
yatu :
 a. Bdang tekns penuntutan, yatu 
dengan adanya pedelegasan 
kewenangan pengendalan rencana 
tuntutan pengendalan rencana 
tuntutan pdana dar Orjen TNI 
kepada Kaotml/Kaotmlt, kecual 
dalam perkara yang akan dajukan 
dengan tuntutan bebas/lepas dar 
tuntutan, terhadap perkara tndak 
pdana yang ancaman hukumannya 
lma tahun atau lebh, dan terhadap 
perkara tndak pdana yang sfatnya 
menonjol dan harus adanya aturan 
berupa pedoman tuntutan pdana 
dalam perkara tndak pdana yang 
djadkan acuan oleh setap Odtur 
Mlter dalam menentukan besaran 
tuntutan pdana.
 b. Bdang pengendalan dan 
pengawasan terhadap tuntutan 
Odtur Mlter dlakukan secara 
maksmal oleh Kaotml/Kaotmlt 
yang bersangkutan yang haslnya 
dlaporan secara berkala kepada 
Orjen TNI, selanjutnya yang 
mempelajar hasl laporan berkala 
jka dtemukan tuntutan yang 
dduga tdak sesua dengan aturan 
yang telah dtentukan, maka Orjen 
TNI dapat melakukan eksamnas 
dan evaluas terhadap rencana 
tuntutan atau tuntutan tersebut.
 c. Bdang penddkan dan pelathan, 
dalam mengatas mnmnya bdang 
penddkan dan pelathan maupun 
bntek-bntek tentang penuntutan 
yang dadakan oleh ntern TNI, 
maka perlu kerja sama antara 
Mabes TNI dengan Kejaksaan 
Agung RI guna menngkatkan 
kemampuan setap Odtur Mlter 
dalam bdang penuntutan, sehngga 
TNI dapat mengrmkan Odturnya 
mengkut Dklat tentang tekns 
penuntutan yang dselenggarakan 
oleh Badklat Kejagung RI.
4.2. Saran
4.2.1 Agar pemangku kebjakan penuntutan 
tertngg d lngkungan TNI, dalam 
hal n Orjen TNI mengkaj ulang 
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pemberlakuan kebjakan rencana 
tuntutan yang dberlakukan d seluruh 
Odturat sejak tahun 2006 yang 
membuat Odtur Mlter menjad tdak 
ndependen dan tdak memberkan 
pelajaran bag setap Odtur belajar 
bertanggung jawab penuh dalam 
melaksanakan fungsnya selaku 
penuntut umum d lngkungan TNI 
karena tantangan tugas ke depan 
semakn kompleks, dan kebjakan 
rencana tuntutan seyogyanya dkem-
balkan sesua ketentuan dalam 
Peraturan Panglma TNI Nomor: 
Perpang/5/II/2009 tanggal 27 Februar 
2009 yang tercantum pada Bab V 
angka 28 h tentang tuntutan.
4.2.2 Agar pemangku kebjakan d lngkungan 
TNI berupaya memperbak kualtas 
sstem penuntutan d lngkungan 
peradlan mlter terutama dalam 
bdang tekns penuntutan, pengendalan 
dan pengawasan penuntutan, serta 
menngkatkan kuanttas dan kualtas 
penddkan bag setap Odtur Mlter 
sehngga mampu menjalankan tugas 
dan fungsnya secara profesonal 
mengkut perkembangan jaman.
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